ABSTRAK

Pilkada di Indonesia merupakan wujud demokrasi dengan prinsip jujur, adil,
langsung, umum, bebas, dan rahasia. Diatur oleh UU No. 10 Tahun 2016, pilkada
mensyaratkan calon kepala daerah berusia minimal 30 tahun. KPU sebagai
pelaksana mengeluarkan peraturan, termasuk Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020,
yang dianggap bertentangan dengan UU Pilkada oleh Partai Garuda. Mereka
memohon penghapusan pasal yang dianggap tidak adil yakni termuat dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Titik utama dalam
permohonan keberatan adalah hak konstitusional yang dianggap merugikan bagi
pasangan calon yang akan diusung dalam kasus ini adalah Partai Garuda. Penelitian
ini bertujuan mengetahui latar belakang pertimbangan hakim pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan mengetahui pengaturan hak
konstitusional calon kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23
P/HUM/2024.

Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal dengan menggunakan pendekatan
yuridis-normatif untuk mengkaji Putusan MA, UU Pilkada, dan Peraturan KPU.
Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk dapat
menemukan kebenaran dan mengkaji lebih dalam terhadap suatu teori hukum.
Pembahasan deskriptif ini dimaksudkan agar memberikan pencerahan agar dapat
lebih memahami bagaimana pengaturan hak konstitusional calon kepala daerah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 memunculkan dua pendapat
hakim. Pertama, hakim yang sejalan dengan pemohon berpendapat bahwa frasa
"sejak penetapan calon" dapat menimbulkan kerugian, baik langsung maupun di
masa depan, sehingga bertentangan dengan UU Pilkada. Kedua, hakim dengan
dissenting opinion berpendapat bahwa frasa tersebut diperlukan untuk kejelasan
dan tidak boleh dihilangkan karena terkait syarat pengisian jabatan. Adapun hasil
putusan permohonan keberatan dalam penelitian ini adalah mengabulkan
permohonan pemohon, dengan demikian KPU harus merubah ketentuan yang
termuat dalam Pasal 4 Peraturan KPU sesuai dengan putusan yang dikeluarkan.
Namun, terdapat hal yang harus diperhatikan lebih lanjut yakni, keluarnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI1/2024, merupakan permohonan uji
materiil terhadap Pasal 7 UU Pilkada, karena dianggap tidak memberikan
pencerahan terkait titik mula perhitungan batas usia calon kepala daerah. Pada
akhirnya MK memutus permohonan tersebut berupa menolak permohonan. Putusan
MK harus didahului keberlakuannya, dengan demikian Putusan MA dianggap tidak
berlaku lagi sepanjang tidak dikeluarkannya peraturan baru maupun undang-
undang oleh lembaga legislatif.
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